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ABSTRAK 
 
Danu Surya Putra, E0014083, 2018, TINDAK PIDANA KORUPSI DANA 
TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN (Studi Putusan Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan 
No.51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn), Fakultas Hukum UNS 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, pertama apakah penggunaan dana 
Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan 
merupakan tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia, kedua apakah 
pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi dana Tunjangan Penghasilan 
Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah sesuai dengan 
hukum pidana di Indonesia, sehingga hakim memutus perkara tersebut dengan 
putusan bebas.  
Penelitian ini bersifat normatif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini 
menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data 
dengan jalan membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang 
berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan bahan primer dan bahan 
sekunder. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan UNS. 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kasus tindak pidana korupsi dana 
Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa dengan terdakwa Rahudman 
Harahap diatur dalam hukum positif di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim kurang cermat 
dalam mempertimbangkan unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga hakim memutuskan unsur “secara 
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau 
suatu korporasi” dan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, 
atau suatu korporasi” tidak terpenuhi. Alasan hakim memutuskan unsur tersebut 
tidak terpenuhi yaitu, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa mengajukan Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP) atas dana Tunjangan Penghasilan Aparat 
Pemerintah Desa sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan 
tidak menyalahi aturan dan menurut hakim dana Desa yang telah dicairkan serta 
tidak disalurkan tersebut bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa, melainkan 
tanggung jawab Pemegang Kas. Hakim memiliki pertimbangan bahwa ada unsur 
yang tidak terpenuhi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 sehingga Terdakwa dijatuhi putusan bebas (vrijspraak). 
 
Kata Kunci: tindak pidana korupsi, Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah 
Desa, putusan bebas tindak pidana korupsi 
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ABSTRACT 
Danu Surya Putra, E0014083, 2018, CORRUPTION CASE OF 
GOVERNMENT OFFICER INCOME ALLOWANCE IN SOUTH 
TAPANULI (The Study of Corruption Court in Medan State Court Verdict 
Number.51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn), Law faculty of UNS. 
This research aims to know and examine two issues. First, whether the use 
of Income Tax Benefit from the Village Government Apparatus of South Tapanuli 
Regency is a criminal act of corruption in positive law in Indonesia. Second, 
whether judge’s verdict to release the suspect in corruption case of income 
allowance is appropriate to criminal law in Indonesia or not.  
This study is classified as normative research through content analysis. The 
type of data used in this research is secondary data. The technique to collect the 
data is done by library research, through reading, studying, and examining 
references which are related to the material in order to get the secondary data. This 
study was conducted in the UNS Library 
The result of the research shows that the corruption which is done by 
defendants, Rahudman Harahap, towards Income Benefit Fund of Village 
Government Apparatus has been regulated in The Law Number 31 of 1999, which 
has been amended and supplemented by Law Number Law Number 20 of 2001 on 
Eradication of Action Criminal Corruption. The judge has been less careful in 
considering the elements contained in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law 
Number 31 of 1999 which has been amended and supplemented by Law Number 20 
of 2001 on Eradication of Action Criminal Corruption. The judge considered that 
the elements of “unlawfully commits the act of enriching themselves self, other 
person, or a corporation "and elements" for the purpose of benefiting oneself, 
others, or a corporation” could not be proved. The judge argued that proposing 
Invoice Payment Letter (SPP) towards Income Benefit Fund of Village Government 
Apparatus before the draft of the Regional Regulation on APBD is completely 
legalized, does not violate the law. Furthermore, liquidated and distributed village 
fund is not defendants` responsibility but it is authorized by cash holder. Based on 
those considerations, judge decided that defendants is free from any prosecutions 
(vrijspraak). 
Keywords: criminal corruption, Income Benefit of Village Government Apparatus, 
free verdict of corruption 
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MOTTO 
Masa depan dan kesuksesanmu ada pada genggaman tanganmu, namun 
genggaman tanganmu ada pada genggaman Tuhanmu, Allah Subhanahu wa 
Ta’ala 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(Q.S Al-Insyirah: 5-6) 
Saya tidak bisa mengubah arah angin, namun saya bisa menyesuaikan pelayaran 
saya untuk selalu menggapai tujuan saya 
(Jimmy Dean) 
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